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NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

. bahwa penanaman modal merupakan salah satu kegiatan

ekonomi yang mendorong  peningkatan = kesejahteraan
masyarakat, percepatan pertumbuhan perekonomian daerah,
pembiayaan pembangunan daerah, dan penciptaan lapangan
kerja, sehingga perlu diciptakan kemudahan pelayanan untuk
meningkatkan realisasi penanaman modal;

. bahwa terdapat kecenderungan, kegiatan penanaman modal di

daerah ini menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, maka
untuk melindungi dan mengatur kegiatan penanaman modal
diperlukan regulasi tentang pelaksanaannya,;

. bahwa untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi para

penanam modal dan pemanfaatan sumberdaya perlu ditetapkan
regulasi yang mengatur tentang penanaman modal di daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan
Daerah tentang Penanaman Modal;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1649);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman
Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal Di
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4854);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana
Umum Penanaman Modal,

Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar
Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka
dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029
( Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara
Barat Nomor 56);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menetapkan

dan
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksudkan dengan :

1.
2.
3.

Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;

Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Tenggara Barat.

Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.

Badan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Barat yang bertanggung jawab di bidang penanaman
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modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang
bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai
nilai ekonomis.

Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara
Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, atau
badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan
hukum.

Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing,
perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan
hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian
atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang
melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal
dalam negeri dan penanam modal asing.

Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal
baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal
asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.

Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara
Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia,
atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing,
badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan
penanaman modal di wilayah Daerah.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-
undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah
atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan
usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan
kegiatan usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan atau
Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan baik berupa Izin
Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan dan Izin Sektoral.

Non Perizinan adalah segala bentuk dokumen yang menganjurkan
suatu bentuk perintah (rekomendasi), fasilitas fiskal dan informasi
mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat
LKPM adalah laporan ©berkala yang Dberkaitan dengan
perkembangan perusahaan penanaman modal.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP
adalah kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan
nonperizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan
wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan
perizinan dan nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai
dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen
yang dilakukan dalam satu tempat.

Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara
Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem



pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara
Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penanaman modal diselenggarakan berdasarkan asas:
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kepastian hukum;

keterbukaan;

akuntabilitas;

perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
kebersamaan;

bermanfaat;

efisiensi berkeadilan;

. berkelanjutan; dan

berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Penanaman modal di Provinsi bertujuan untuk:
a. meningkatkan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan
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dan berwawasan lingkungan;

meningkatkan daya saing daerah;

memperluas penyerapan tenaga kerja lokal;

mempercepat alih teknologi;

mengembangkan ekonomi kerakyatan;

mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil; dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.

kewenangan pemerintah daerah;

b. kebijakan penanaman modal daerah;
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peran serta masyarakat;
insentif dan kemudahan penanaman modal; dan
sanksi administrasi.

BAB IV
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1) Kewenangan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal

terdiri dari :

a. kebijakan umum penanaman modal daerah;

b. kebijakan penanaman modal disusun dalam bentuk Rencana
Umum Penanaman Modal Daerah; dan



c. kebijakan perizinan dan non perizinan.

(2) Penyusunan rencana umum penanaman modal daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Gubernur.

(3) Kebijakan perizinan meliputi Izin Penanaman Modal, Izin Pelaksanaan,
dan Izin Sektoral.

(4) Kebijakan Non Perizinan meliputi rekomendasi, surat keterangan,
sertifikasi, dan informasi terkait penanaman modal.

BAB V
KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Kebijakan penanaman modal daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf b meliputi:

kerjasama penanaman modal;

promosi penanaman modal;

pelayanan penanaman modal;

pengendalian pelaksanaan penanaman modal;

pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal; dan
penyebarluasan, pendidikan dan pelatihan penanaman modal.
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Bagian Kedua
Kerjasama Penanaman Modal

Pasal 7

(1) Kerjasama penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf a, dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah
Provinsi lain dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota, atau pihak ketiga
atas dasar prinsip kerjasama, kesamaan kedudukan dan saling
menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Badan meliputi:
a. promosi penanaman modal;
b. pengembangan penanaman modal;
c. pengendalian penanaman modal; dan
d. kegiatan penanaman modal lainnya.

Bagian Ketiga
Promosi Penanaman Modal

Pasal 8

(1) Promosi penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf b dilakukan dengan:

a. mengkaji, merumuskan dan menyusun kebijakan teknis

pelaksanaan pemberian bimbingan dan pembinaan promosi

penanaman modal kepada pemerintah kabupaten/kota dan



